Sejas‘ah P@imk Pes'adiian da néanesaa: o
Pel!sa vs.laksa s
Dr BambangWadodo Umar1 o

' Satu kesrmpulan Damei S Lev dalam mel;hat sistemn peradflan df_
Indonesia: “Saat ini, setelah hampir enam puluh tahun merdeko, fmajmasr'
hukum seperti d.rbungkam karena tidok oda harapcm bahwa hukum dan
proses hukum bisa se;alan kembali. Politik perkembangan peradilan - dj
indonesra menunjukkan sejak awaol kemerdekaan Negara Republik Indones:a
secara terselubung telah terjodi persaingan antara Joksa vs Polisi untuk
mendapatkan “ptoritas dan prestise” lebih besar dalum penyelenggaradn
negara. Seperti d:_tunjukkan p_ada peristiwa tahun 1946, di mana Perdana
Menteri'pertama RI Sutan Syahrir mengalibkan pengorgenisasian kepolisian
dari Kementerian Dalam Negeri ke Perdana Menteri, polisi beranggapan
bahwa hal itu sebagai pengakuan atas pentingnya lembaga kepolisian.

Kata;kuni:i h ¢

‘Kekuasaan, prestise, profesionalitas.

Pendahﬂluan

Semangat  Daniel S. Lev—akrab dipanggil Pak Dan—tersebut
merefleksikan harapan yang mendalam akan lahirnya pemikiran-pemikiran
hukum yang kritis dan analitis di indonesia. Hal itu diharapkan tepat untuk
1 L Hukum Acara Pidana bari yang saaf i

rancangannya sedang |5|apkan oleh Tim di Depariemen Hukum dan Ham,
juga dalam kerangka reformasi di bidang hukum.

1 Dr. Bambang Widodo Umay, staf pengajar PTIK / Pascasarjana KIK Universitas indonesia.
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Adayang menarik} da'%é'ﬁg'éré' ""'Hukum Mabes POLRi ke Tirn Perumus
: Ean ara Pidana (KUHAP} pa
Jum at 21 September 2907 di kamof Menteﬂ Hukum dan HAM (Kompas ¥
Septembpr 200? hal4). Bisa jadi ada yang belum pas dengan rumusan daiam B
rancangan KUHAP. Pada’ pasal 8:Rancangan KUHAP ada yang tertulis "’daiam":-
melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan jaksa penunut umum’%’
Kalimat ini dapat ditafsirken di masa mendatang dalam proses peny:__akani
posisi polisi bisa dikendalikan jaksa. Oleh Tengku Nasrulah salah seorang

anggota Tim Perumus Rancangan KUHAP dijelaskan bahwa, proses penyidlkan

bukannya dipimpin oleh jaksa, tetapi sejak awal jaksa dapat mengikuti proses

---penyndrkan dan-memberikan konsultasi-untuk perkara penting agar tem'
sisterm pldana terpadu Di samping itu dalam penyeIsBsaxan pemberkasa_ '
perkara agar t}dak terjadn bofak bailk daﬂ }aksa ke pohs; :

: Pertshwa semacam ity pemah terjadl pada masa setelah kemerdekaan_
negara Repubhk [ndonesra Daniel 5. Lev menjelaskan di dalam bukunya
Legal Evolution and Political Authority.in Indonesia (2000) pada bab Politik
Perkembangan Peradilan.di Indonesia. la menyatakan . bahwa, sejak awéi
kemerdekaan telah terjadi persaingan antara laksa dengan Polisi uhtuk
mendapatkan otoritas dan prestise .dalam. penyelenggaraan negara. Kini
POLRI merasa final dengan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) sebagai. karya-
agung yang telah meletakkan kewenangannya sebagai penyidikan utama. . .

Tulisan ini untuk mengkritisi proses kelembagaan peradilan pidana di
mana koniradiksi menjadi katalisnya. Di Indonesia saling bersaing untuk
mendapatkan status, otoritas yang lebih tinggi, dan keuntungan-keuntungan
dari posisi prestise cenderung masih menjadi topik utama, Dimungkinkan
pula dalam rangka memperbaharui KUHAP, adanya kepentingan-kepentingan
subyektif dapat mengkaburkan fungsi kelembagaan dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia. Ini adalah sebuah awal dari proses yang harus diakhiri.

Politik Peradilan di Indonesia

Pada rasa pemerintahan Hindéa Belanda di tndonesia polisi dikelola

ordinasi} ke Pamong Praja. Daiam i:ugas represif (pohce judmarre) pohs;
diperintah oleh keputusan Jaksa. Procureur-General memiliki otoritas umum
atas fungsi represif dan preventif polisi kolonial. a juga bertanggungjawab
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: atas pengaturan pohsi .-terkalt dl_mana Kementerlan Dafam Neger: mefapor- '

-Apépun alaéan Sjahr:r metakukan hai ini, pol'15| menganggap hai ;tu sebagai_"
. pengakuan khusus atas mlal pentmg mereka Pengahhan zm t:dak dtserta:_

untuk mengahhkan tanggungjawab admmastratis kepoiisaan kembait ke '
Kementer:an Dalam Negen sementara ltu Perdana Menien tetap memegang
untuk. masalah tersebut karena ada pemmbangan poilt;k yang basar atas
S|apa yang seharusnya. mengontrol kepolisian negara.?. HEUPRR

" Pengaruh lebih besar pada sejarah kepolisian d:bandmg peralihan daru
otoritas Perdana Menteri adalah keikutsertaannya secara langsung dalam
revolusi. Dari tahun 1945 sampai tahun 1950 polisi menerapkan otoritas yang
lehih besar -dibanding -sebelumnya, -dan-menikmati nilai penting terhadap
negara, bahkan lebih tegas dari jaksa, polisi menarik diri dari Pamong Pradja,
menolak mengakui otoritas mereka dan membangun korps kepolisian yang
dipilihnya -untuk dijalankan semandiri mungkin. Ketika revelusi berakhir,
kepolisian tidak mau menerima pemulihan status kolonial. ? Tahun 1546,
polisi membentuk organisasi layanan, yaitu Persatuan Pegawai Polisi Republik
Indonesia {P3RI), dipimpin oleh Memet Tanumidjaja seorang pejabat polisi
yang waktu itu dlhormatl oleh khaiayak

Tahun 1955 P3RI mengikuti pemilihan umum dan secara mengewtkan
memenangkan ‘dua kursi ‘di parlemen. Persatuan ini juga memenangkan

tiga kursi-di Majelis Konstituen.- P3RI menggunakan kedua forum tersebut

2 Gudang, hal 135, Perkernbangan kepalisian di indonesia.

3 Mimbar Indenesia, Juli 12, 3852, Juga Keng Po, Oktober 24, 1956. 11 Nopember 1056. Membahas dua artikel
tentang Parnong Pradja, polisi, jaksa dan hakim,
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S :untuk memperkuat pOSkSI kepofman Seteiah perahhan kedaulatan muncui .
- -'-"'masalah atas posasn kepoilssa_”"'Saiah satunya adalah p:I;han penempatan

: yunsduksz mereka Kementenan lam mengajukan agarip'ol;s; tetap berada'?d:"
':bawah Perdana. Menten atau_ Kementenan Keamanan df bawah Jaksa Agung

.Daiam.sebuéh program yang d:rancangtahun 1948 atau 1949 P3Ri menuntﬁt
dlbentuknya Kementerian __:-_'Kepohszan yang mdependen Fungsa poI|51
-sebaga:mana dlnyatakannya tidak lagi seperti dalam masa kolonial; ketika
pohm hariya menjadl asisten: Pamong Pradja ‘dan’ Jaksa P3RI menyatakan
bahwa sejak’ reuoiusa kepol:s:an telah: memiliki peran yang besar ‘dalam
membenkan kontnbus: terhadap perkembangan nasional dan’ kesejahteraan
505131 juga terhadap keamanan doemestik. Peran ini hanya bisa d:penuh; Jika
polisi memiliki kernenterian sendiri. Sebagai basis teoritis untuk ini, P3R!
menawarkan konsep empat kekuatan (four«powers} pemermtahan di mana
pohsa adaiah kekuatan keempatnya.

Gagai membentuk kementerian baruy, kepo!:man berusaha agar tidak
ditempatkan di bawah ‘kementerian manapun vang bisa memanfaatkan
kekuatannya, terutama Kementerian Keadilan yang sangat menginginkannya.
Karena' itu sulit ‘untuk mengelak dari Jakta Agung, di mana usaha untuk
melepaskan diri dari otoritas kementerian tidak akan mencegahnya dan
bersikeras memiliki yurisdiksi atas kepolisian. Untuk saat itu kepolisian
memilih tetap berada di bawah Perdana Menteri yang member;kan pres‘mse
dan independensi lebih besar

Atas upaya kepolisian tersebut, Kementerian Keadilan, Kementerian
Dalam ‘Negeri dan Persatuan Jaksa menyerang konsep four-powers dan
menuduh kepolisian bertentangan dengan - sistem konstitusi Ind i

Mereka menyatakan bahwa kepolisian yang independen tanpa pengawasan
yang kuat akan membahayakan HAM. Terlebih kata jaksa, penampilan polisi
tidak berbeda dengan sebelumnya (polisi Belanda). Terkait dengan hal ini,
debat kedua berkembang ketika kepolisian menentang otoritas kejaksaan atas
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mereka. Selama; revoiusz P3RI telah'mulaimenentang H.1.R: yang membentuk

kontrol Pamong Pradja atas tugas preventtfkepohs;an dan organisasi peradilan .
yang member:kan kontrol.pengawasan Jaksa Agung atas kepolisian. Setelah

perahhan kedauiatan kepohs:an meﬂyatakan bahwa perubahan;: waktu .
dan kondisi- kond:sn bary-dalam: sebuah negara. meredeka telah. membuat-
supenor;tas hukurn Jaksa:Agung: tldak Iagl dibutuhkan dan tidak dlperiukan '
Debat kerasyang terjadl atas masalah ini menggerakkan kabinet pada tahun .
1954 menunjuk komite. untuk menetapkan posisi keleiSIElﬂ dalam struktur

kekuasaan k@pohs:an MrWongsonegoro, wakri Perdana Menter: adaiah

. ketua dari komite vang beranggotakan Memet Tanumldjaja dan Seno Adjl o
mewakm Persatuan Pohsa danjaksa S e

Po!151 menetapkan tuntutan baru kepada komate Sebaga: tambahan
untuk kementerian - terpssah “polisi mengmg:nkan dua’ perubahan drastts
daiam perundangan Pertama member;kan kepada kepofas;an kontrol penuh
atas tugas preventif kepohman “di mana Pamong Prad}a hanya bekerjasarna
atau berkoordinasi, tidak mengarahkan. Terhadap hal ini Pamong Pradja
sangat menentang keras. Perubahan [ain yang dituntut P3Rlialah menetapkan
agar polisi bertanggung jawab atas tugas represif kepolisian, yaitu investigasi
awal kejahatan dan hal hal yang berkaitandengan pra-peradilanainnya. Dalarn
skema ini Jaksa hanya bertindak sebagaa saluran pohsa dalam menyerahkan
kasusnya ke pengadilan. Sk : -

“ Dalarn pembahasan dengan kom:te, péiisi menyatakan bé'hWé
perundangan kolomai tentang kekuasaan kepolisian sudah kuno dan tidak
lagi bisa dlterapkan Seno Adiji awalnya menjawab bahwa perundang-
undangan sebelum kernerdekaan R.I masih berlaku dan harus dipatuhi, dan
kepo]:s:an tetap pada pend;rlannya bahwa kondisi baru secara ctornatis
membuat perundang-undangan lama tidak berlaku lagi. Kedua, jaksa dengan
keras menentang tuntutan P3RI atas hak pribadi terhadap tanggung;awab
pra-peradilan. Seno Adji menjelaskan bahwa jaksa tidak ingin dikurangi
kekuasaannya hanya sebagai pengirim'pesan antara kepoiisian dan peradilari

}aksa. Memet Tanumld]aja sepakat untuk menetapkan pengawasan atas

tugas represif kepolisian oleh jaksa, tetapi tetap pada pendapatnya bahwa
hubungan antara polisi, pamong pradja, dan jaksa harus dalam kesetaraan.
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Komste Wongsonegoro ﬁdak menghasnlkan apapun da!am waktu tzga
.tahun Kemudian ai-akhir tahun 1956, Menteri ‘Keadilan yang meiakukan .
perubahan Mul;a’mo mengancam akan me!akukan perubahan yang . b:sa _
.merugikan kepent!ngan kedua beEah plhakyka tkdak ada:saling kesepahaman .
'Muijatno menegaskan bahwaia harus meniliki kontrol menyelu ruh ataspksa :
untuk” me]aksanakan kampanye antx korupsa ER membuat draf rancangan
undaﬂg undang yang;eias menempatkan Jaksa Agung di bawah. Kementer:an
Keadlian ‘Kabinet: menyetu;umya dan membawa ke parlemen :pada’ buEan
Oktober 1956. Namun Jaksa: Agung Soeprapto menalak: argumen bahwa
Kementerlan Kead;lan atau Perdana Nlenten mengganﬁkan otoritas darspada
.....Gubemur Jendral, afas. Procureur—GenemaL la’ menyatakan akumabzhtasnya.
hanya kepada kabmet sebagai kese!uruhan untuk penuntutanpublik, di’ mana
setengahnya sebagat eksekuttfdanseparuhnya sebagai perad;lan Ini dziandas:
kekhawahran penuntutan umum tidak akan mandiri tetapi, dzguna kan secara
po]ms Soeprapto menyatakan kebmgungan dalam hukurn tersebut, konﬂ:k
intra-kabinet dan tujuannya, untuk mencegah pemermtah menempatkan
jaksa dafam tempat yang t;dak sesuai dengan konstltus;

di Persatuan jaksasecaralantang menentang RUU Muljatno danmenyatakan
bahw RUU tersebut bisa menyebabkan campur tangan politis terhadap jaksa
dan bahwa Jaksa Agung harus ditetapkan oleh Majelis Konstituen, Para jaksa
jugamenyatakan bahwa tidak ada perundang-undangan yang bisa mengubah
kekuasaan Jaksa Agung tanpa melakukan perubahan secara menyeluruh
tentang prosedur pemrosesan kejahatan. Kepolisian juga menentang proposal
Muljatno, karena memberikan kontrol jaksa atas tugas repres:f dan preventif
kepolisian. Pada buian November 19586, P3RI minta kepada kabinet untuk
mempemmbangkan kembail RUU tersebut dengan ancaman akan mela kukan
mogok jika pemerintah menolak untuk melakukan konsultasi dengan P3R]
atas hal-hal yang berpengaruh terhadap kepolisian.* Kepolisian dan jaksa
mengambii sikap tegas melawan RUU tersebut dengan algsan yang berbeda
Pertentangan mereka bisa mengalahkan persetujuan atas RUU tersebut, dan
akhirnya RUU itu dibataikan setelah kabmet d:bubarkan pada pertengahan
Maret 1957,

Kemudian P3RI dan Persatuan Jaksa kembali ke Komite Wongsonegoro
dalam rangka memperbaiki hubungan mereka di hadapan publik. Tahun

4 Suara Merdeka (Surabaya), Nopember 29, 1856. Merdeka, Desember 4, 1956. Antars, Februari 15, 1958,
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1958 Kcm:te memutuskan p:llhan atas keberatan Seno Adji-untuk menerima’
rancangan UU atas’ kepo!zssan yang dlajukan oEeh P3RI.‘Mungkin’ karena:'
pengaruhnya yang semakm memngkat dl mana kond|sa yang semakin tidak®
stab;l menmgkatkan pula nilai.pentingnya fungS| kepoi:saan setelah tahun
1957 Kabinet Perdana. Menten Djuanda menvyetujui proposal tersebut dika.
RUU dlt__e_r_ama secara menyeluruh maka, kepolismn akan memiliki kementernan f.
sendlri dan_otoritas prosedur yang ditntutnya sejak tahun. 1948 terpenuhl :
RUU. akhirnya dlsahkan tetapl Kemen‘tnan Kepolnsuan baru dibentuk pada.;

'pertengahan tahun 1959

_ Int adaiah masa dlmulamya perlode paimg tegang dalam: hubungan:-;
antara: pohs: dengan. ;aksa Keduanya mengalami. ‘pergolakan_politis. dan
perubahan konstitusmnal yang. meianda indonesia. sete!ah fahun.1957..
Pada: bulan Juii 1559 Presiden Soekarno. dengan dukungan dar: angkatan
bersen;ata mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945, Politik pada saat jtu .
menjadi sangat rentan. Kedua pihak, jaksa dan polisi menjadi sangat terlnbat:
dalam percaturan politik praktis. Awal tahun 1959 Jaksa Agung Soperapto
dipaksa meletakkan jabatan, sebagai korban opini publik atas kasus yang
terlalu banyak terpublikasikan, dan diakhir tahun tersebut Kepala Kepolisian
Soekanto juga diganti karena alasan-alasan politis.

" Speépraptodigantikan oleh Gatot Tarunamihardja, pejabat di Kementerian
Keadilan yang pernah menjadi Jaksa Agung Republik indonesia pada tahun
1945, la-dihormati kerena pengetahuan hukum dan kejujurannya. Gatot’
orang yang cerdas tetapi gegabah secara politik sebagai Jaksa Agung. Bukt
kuat menunjukkan bahwa pengaruh politik tahun 1959 mengakhiri kanrnya'
sebagal Jaksa Agung. -

Dalam ‘menghadapi korupsi, Gatot sangat bertanggungjawab atas
investigasi ‘aktifitas penyelundupan dua pejabat TNI yang kuat, di mana
sejumiah politisi sipil ingin melihat mereka dituntut."Untuk itu Gatot
minta“otoritas khusus atas kepolisian, maka terbitlah dekrit Presiden yang:

»n

menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki otoritas “....... atas nama

Presiden/.Pimpinan, Tertinggi......untuk ‘memerintahkan secara ' langsung

personil kepolisian dan polisi militer........  kecuali polisi militer untuk
melakukan penyidikan. Sesungguhnya ketentuan ini tidak lebih dari sekedar
pernyataan ulang dari perundangan pra-perang. Keharuan memberlakukan

undang-undang kolonial merupakan bukti bahwa kepolisian kurang hati-hati
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' ...mtervens; kekuasaan ke kejaksaan transns;nya masa kepem:mpman Gatot -

- dalam meng:kun aturan: Eama Dekﬂt.tersebut teriihat menun;ukkan bahwa L

'ke;aksaan' telah’ menetapkan supe _ntasnya atas. kepohsuan meskl fakta:{f'ﬁ

o :'menunjukkan_ bahwa kepohszan sendm teEah memlhki kementerlan terp"'ah .;':

. Tetapi. perundangan baru itu t}dak ber}alan Iancar d;bandsngkan dengan"f{ :
' fyang iama ni terbuk‘h pe;abat smsl dan pohs; mlilter tldak mau bekerjasa -
3 "-'Gatot hdak punya waktu untuk® menjelaskan kebuakanny_
cebury’ d'atangkap TNI akibat: penyehd:kannya atas.dua pe;abat:T i

Akhtr;tahun '1959 Gatot d:gantl oleh M ‘Gunawan Deputl Jaksa. Agung-yangﬂ_

d;dukung oleh TN Di bawah pemxmpm Gunawan pertentangan antara polzsi -
' 'dengan _gaksa men}adl bertangsung secara terbuka ' - '

en; n;u'kkan Gunawan sebaga ‘Jaksa Agung me. andakan terjad_lf'

Tarunamlhardja dart sebuah’ msmtua mdependen menjadi tangan ekseakuhf_":
yang aktf. Gunawan dengan segera me!akukan aliansi “dengan pressden"
Soekarno, membawa kekuatan' penuh dari” kecenderungan radikal pelmk'
paska 1959 untuk mengembangkan peran Jaksa dan menempatkan Simbof"-
omrttas dan prestise baru. Karena kepohsnan telah mendapatkan kemem:er:an '-
sendiri sebaga; simbol otoritas yang pentmg, kejaksaan juga berusaha untuk’
mendapatkannya. Keduanya mendapat dukungan dari Seekarno, kemudian
kejaksaan dilepaskan. dari Kementerian, Keadilan .di bulan Juli 1960, dan
dibentuklah -Departemen - Kejaksaan dengan.- Gunawan sebagai Menten y
Kementerian  Keadilan berada.dalam posisi anomali sebagai pihak yang
bertanggungjawab hanya untuk urusan. personil pengadilan dan sejumlah
fungsi hukum sipil dan pidana vang dilindungi dengan ketai dari tuntutan_.-
lanjut kejaksaan.

Kemenangan lain dari kejaksaan dibawah kepemimpinan Jaksa Agung
Gunawan adalah akuisisi seragam militer untuk jaksa pada tahun 1960.-
Seragam merupakan simbol penting dari status dalam kerajaan lawa. Tradisi
ini-sudah berlangsung di lingkungan Pamong Pradja sejak rejim kolonial
Belanda. Bagi jeksa seragam baru mencerminkan langkah menuju posisi.
dimana mereka tidak akan lagi dilangkahi oleh kepolisian.®

* Disisilain pada masa kepemimpinan Gunawan kejaksaan juga mengatami
sandungan. Sebagai instrumen radikal dalam kebijakan ekonomi, terbukalah

5 Antara, Agustus 23, 1860,
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hamparan %ceumungan prlbadl bagu para jaksa “Tingkat dakwaan menjadi
memngkat dengan adanya kampanye pemermtah memberatas kejahatan .
ekonoml Kampa 1 justru mendomng korups; yang dliakukan oleh Jaksa

Bukan_rahas:a um m da tahun 1960 dan 1961 jaksa mener;ma premi yang '
hnggl,fkadang le i : n__SG persen ‘dari keg:utusan terhadap perusahaan yang .
mereka bawa ke pengadiian Mengajukan dakwaan terhadap perusahaan
b;sms menjadl sangat menguntungkan sehmgga “pada masa “ini -para
mahasiswa hukum terdorong untuk memadn faksa dibanding fienjadi hakim
atau pengacara '

' Daiam masa paska perang indonesia korupsa tidak dikenal. Tindakan :

' _ers'ebut mengundang marah ;:aara pemlmpm polmk dan jurnalis. -

' .!aksa Agung Gunawan;atuh karena ma%praktek padamasa kepemimpmannya
Reaks: meiawan jaksa mencapal ‘puncak di awal 1961, ketika pemerinitah
muiai mempemmbangkan perundaﬂgan baru terhadap kepolisian dan jaksa.
Karena Hu: dlbentuk!ah sebuah ‘komite yang ditunjuk oleh kabinat untuk
merancang draﬁ' hukum guna mengatur kekuasaan jaksa dan polisi. Gunawan
menekankan agar menetapkan kontrol penuh atas kepolisian. Tapi hal ini
di‘cen‘tang oleh TNI yang mendukung independensi kepoilisian, sebagian
disebabkan oleh rasa fidak suka terhadap Gunawan dan juga disebabkan
hubungan vang lebih erat antara kepolisian dengan T Di bulan Mei 1861
RUU kepolisian dan kejaksaan dibawa ke parlemen. Dalam rapat tertutup,
Gunawan mencoba bertahan dari serangan yang ditujukan kepadanya, dan
menentang tuntutan kekuasaan lebih besar atas kepolisian. Keputusan akhir
memenangkan kepolisian.

" Kontrol terhadap kepolisian cleh kejaksaan tidak berlaku lagi dengan
perundangan baru. Kementerian kepolisian diberi otoritas atas keseluruhan
tugas kepolisian, baik preventif maupun represif. Kekuasaan investigasi
keseluruhan diberikan kepada kepolisian, sementara itu kejaksaan diberi
wewenang untuk pengawasan dan tanggungjawab koordinasi terkait dengan
investigasi kejahatan dan diberdayakan untuk melanjutkan pemeriksaan
setelah investigasi awal. Kejaksaan juge diberikan kekuasaan terbatas untuk

emmelakulan-sita-paksa-bersama-kepeolisian-Fungsi-uiama-kelaksaan.dalam. .

perundangan baru adalah membawa kasus ke pengadilan dan meiaksanakan
keputusan pengaditan.
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. Awal 1952 Gunawan digantikan dalam reshuffle kabinet, pada saat yang
sama %(om:te Khusus untuk restruk'turnsaSt kabsn@t mer@k@mendamkam agar"’
Departemen Ke}aksaan dialihkan dan tanggungjawab koordinasi Kemer}ten_an'
Pertahanan . dan Keamanan ke. Kementenan Urusan Daiam Neger; Dengan
-.tercapalnya hal.ini, secara dfamahs dapat dakatakan bahwa jaksa nernah_
.bergerak dalam satu putaran pofms faktanya meski ke;aksaan telah melewatl
puncak kejayaan dan hambatan, secara defactoia merupakan mstrtus: c!engan
pengaruh yang besar dlbandmg saiu dekade benkutnya ' '

' Penutup

/ .lika kontradrks; mendorong proses perubahan kondls: poimk dan sosual
di indonesza cenderung telah.mempengaruhi arah reformasn meski belum
tentu dijamin ketepatannya. Pada tahun- tahun awal sete!ah kemerdeka'
ketidakstabilan politik meniadakan kemungkman untuk ‘membangun suatu
peradilan yang kuat dicerminkan oleh profesionalitas dari para aparaturnya,
justru yang dicari adalah kekuasaan dan pretise. Seperti kondisi sekarang ini
karena ketiadaan konsensus hukum dan politik, peradilan seolah telah kaiéh
sebelum menghunus pedang dalam menghadapi prakiek pohhk praktzs

Dalam kondisi antagonis iersebut perubahan lebih sshagai usaha
menuju peningkatan status daripada perbaikan fungsi. Dari sinilah keadilan
per se tidak skan menjadi prioritas utama, sampai stabilitas institusional,
kontrol politik, dan kesadaran masyarakat akan haknya muncul. (*)
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